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FX. Sumarja

Faxuilas Hueum Lniversilas Lampung
Jalan Praf. Or. |t Sagmalri Brojonagom ko, |, Gedungmensng, Bandar Lampuag 35125
crmail:lssm) unila Eg mail sor

Absiract

The study of this faw fo know: embodiment of the vaiues Lof Pancasila in the nafional agrarian faw and
subsiance of nationaf agrarian faw as a product of polilics. Conclude that the resufts of the sfudy: values
Pancasia has enfrenched in such strong in UUPA, so potential as a means to explain, anticipate, and
giving the sofution afl fegal problem of agrarian faw in fndonesia,  UUPA as the preduct of a pofitical
characlerless responsive, and appeasing a sense of justice covelad by Indonesian people,

Key words : Fancasila, Agrartan Law, The Product ai Palitics,
Abstrak

Kajian hukum inf unluk mengelafiur perwujudan nifai-nifai Pancasida dalam hukum agrana nasional dan
substanss hukum agrara nasional sebagal produk politik. Hasi kajfan disimpufken bahwa mitai-nifal
Pancasifa lefah mengakar sedemilian kuat dalam UUPA, sehingga potensial sebhagal sarana uniuk
menjefaskan, mengamisipasi dan memberi solusi segafa persoalan hukum agrara di Indonesia. UUPA
sehagal produk polittk berkarakler responsif dan memenuhi luntilan rasa koaditan vang didambakan

olef masyarakal hdonesia,

Kala Kunci; Fancasila, Hukum Agraria, Produk Palitik.

&. Pendahuluan

Indonesia menjadi Megara hukum  karena
“dipaksa” melalui pencangkakan {fransplaniasi
hukum cleh Belanda. Pemaksaan ini dilakukan
lanpa melalui proses musyawarah ataupun
menunggu keambrukan sualu sislem sosial
Indenesia. Proses lompalan sislem sosial dan
Iradisonal dan feodal langsung ke negara hukum.
Subslansi negara hukum pada masa penjajahan
menjadi sangal kompleks, karena lerjadi dualisme
hukumn (hukom baral dan hukum adat) khususnya
hukum agrana. Lebih kompleks |agi karena hukum
adal sendiri bersifal kedaerahan sehingga lerdapal
pluralisme hukurn di Indonesia pada waktu itw,

Indanesia sebagai negara baru supaya dapal
berdin sejajar dengan negara-negara lan perlus
membuka diri dan berinterkasi dalam percaturan

dunia global. Oleh karenanya diperlukan hukum
agraria nasional yang mampu mengakomodasi
kepenlingan masyarakat internasional, lanpa harus
mengalahkan sifal kenasionalan, Lebih dariilu perlu
dijaga agar nasicnalisme itu lidak luntur karena
desakan hukum intemasional. Dengan kala lain,
hukum nasional harus disusun dalam semangat
menjaga kedaulalan hukum alas negeri sendin.
Maka arah pembangunan hukum agraria nasional
yang dilandasi ocleh cila hukum dan cetak hiru
masyarakat di dalam UUD NR| 1945, lidak
sepenuhnya sama dengan cila-cila kapitalisme
global.” Seperti prinsip kekeluargaan, penolakan
terhadap dominasi kepentingan perorangan di atas
kepentingan rakyat banyak, tanah berfungsi sosiat,
pengakuan hak ulayal, prinsip nasionalisme
penguasaan lanah, pembangunan ekonomi untuk

I Ealizo Rahard)e, 2008, Pencidval Hokun: sooagal Pecdcia e Matisn, Kataanya dengan profes kukum oon Pembangunan Hukom Masional Yoeayatars,

GenlzBynisyng, nlm, 13
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sebesar-hesar kemakmuran rakyal. Jadi, lerdapat
perfindungan unluk membesarkan kemakmuran
rakyal, dan bukan upiuk mengembangkan
kepenlingan kapilalisme.

Cita hukum dalam fungsi konslilubf adalah
meneniukan dasar suaiu lata hukum, yang lanpa i
sualu tala hukum kehilangan arli alau maknanya
sebagal hukum * Fungsi yang lain adalah regulalil,
vaitu menentukan apakah sualu hukum positif adil
alau tidak adil. Pancasila sebagai cila hukum, maka
nilai-nilai yang lerdapal di dalamnya mempunyai
fungsi konslilutif yang menenlukan apakah lata
hukum Indonesia merupakan tala hukum yang
henar. Selain itu Pancasila sebagai cita hukum
mempunyai fungsi regulalif yang menentukan
apakah hukum pesitif yang berlaku di Indonesia
merupakan hukumyang adil alau tidak.

Berdasarkan latar belakang di alas, lulisan ini
akan membahas hukum agrana nasional sebapai
produk polilik berbasiskan nilat-nilai Pancasila.
Hukum agraria nasional yang dimaksud adalah UU
No. 5 Tahun 1960 tenlang Peraiuran Dasar Pokok-
Pokak Agraria {UUFA) dan aturan pelaksanaannya,
sehingga permasalahannya dirumuskan sebagal
berikul:

1. Bagaimanakah perwujudan nilai-nilai
Pancasiladalam hukum agraria nasional?

2. Bagaimanakah substansi hukum agraria
nasional sebagai produk polilik?

B. Pembzhasan
Nilai-Nilai Pancasila dalam Hukum Agraria
Nasicnal
Sejak awal kemerdekaan upaya mewujudkan
sistern hukum nasional’ sudah mulai dikerjakan,
anlara lain dengan melakukan unifikasi hukum di
bidang agraria. Hukum agraria ssngaja digarap
paling awal, mengingal dari persoalan agraria inilah
bangsa Indonesia lerlibal dalam berbaga
pergulatan sosial, polilik maupun hukum, Agraria
dan sumber daya yang ada di dalamnya setalu
menjadi obyek perebutan baik antarsesama warga,

—

kelompok, masyarakal adal, kerajaan, dan bahkan
Megara. Penjajahan alas Indonesia oleh negara
asing pun dalam rangka penguasaan agraria
lersebul. Oleh karena ilu, sungguh bijak kelika
Indonesia merdaka, perhalian ulama dipriorilaskan
untuk mengatur persnalan agraria. Pada salu sisi
dengan keberadaan hukum agraria nasional
diharapkan kemakmuran seluruh rakyal indonesia
seqera dapal ditingkatkan, sedangkan pada sisi lain
keberadaan hukum agrana nasional merupakan
sarana mengantisipasi munculnya berbagai konfik
kemilikan dan penguasaan (anah,

Hukum agraria nasional merupakan hukum yang
mampu merangkum &Semua jenis hukum di
Indonesia dan sebagai hukum yang visioner.
Pokok-pokok pengaturan hukum agraria nasional
lerdapal dalam UUPA. Tidak dapal disangkal,
bahwa UUPA merupakan preduk perundang-
undangan yang mampu berahan cukup lama, di
lengah-iengah pergolakan dan perubahan sosial,
potilik dan rezim kekuasaan di Indonesia.
Belapapun ada sekian banyak desakan unluk
merubah bahkan mengganti UUPA dengan dalik
relormasi agrana, kenyalaan UUPA sampai dengan
hari ini masih tegar, utuh dan sah berlaku,” namun
lentunya bangsa Indenesia tidak boleh lengah.
Dianlo Bachriadi®. mengingalkan bahwa:

"Seperli halnya sejumlah revisi undang-
undang maupuntarbiinya undang-undang baru
vang berkailan dengan pengaluran soal hak,
penguasaan dan penggunaan lanah dan
kekayaan alam yang sudah lebih dahulu terbit,
maka pembualan peraluran perundangan-
undangan baru ini dinvalakan bukan sebagai
upaya unluk mengganli UUPA, Telapi niat
kelompok-kelompok pro neo-liberal seperdi
Bank Dunia dan kawan-kawannya untuk
mengubah UUPA 1960 alau paling lidak
membuatnya menjadi benar-benar impolen
hingga salu saal nanli akan kehilangan posisi
dan perannya karena kewenangan
pengaturannya telah digantikan aleh sejumlah

A Hamd 3, Alamim, 1980, Peraman Kepifisen Fresiden B dalsmt Penvolonagarean Fomedntahas Negara (Oissrasy), Jakara, Fakulas Pascasagana U,

him, 303-3: 3.

3 Taguh danibzel HalmBa-kamllal, 2009, M Hukum § Filsziat Huas, Studl Pemisiran ARl Huiom sepanjang Zamas, Yogyaarla, Fusloka Pelajar nim 41

a2

4 Dardji Darmadinarsjo, 1979, Senba Pamcasla, Laboraionum Pancas'a i F Malasg, Suralayz, Usaha Naz anal, hirn, 52,
5 Boagi Horsono, 200K, Hukaen Acrars Indonesia; Seiamah Fembenlunan Undang-Unoang Pokok sgrara, [af dan Feidksanaannya, Jekana, Qembaan, bim.

E37-266

f  Dnano Bschnasl, Fara Penpuszan ULPA Tidar Parah Mengemis g lwei porgerasan.orgranincar.zn e, ciskses T Feb 211 jam 12,50 wib
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peraluran hukum yang lain, seharusnya
membual kita waspada dan mengonirol secara
kelal provek lagislasi yang sekarang sedang
dilakukan oleh BPNini",

Menurut Sudjite” hal demikian rasanya ldak
mungkin lerjadi, karena UUPA mempunyai akar
vang kual dan mendalam pada kehidupan bangsa
Indonesia. Akar yang kual dan mendalam pada
kehidupan anlara lain berupa nilai-nilai luhur yang
dari padanya dibangun hukum agraria nasional
dengan obyek garapan melipuli bumi, air. ruang
angkasa dan kekayaan alam yang lerkandung di
dalamnya. Namun demikian pandangan Dtanlo
Bachriadi tersebut perlu juga mendapat perhalian
agar bangsa Indeonesi tidak lerjerumus ke
liberalisme.

Apabila diperhalikan dengan cermal UUPA
secara keseluruhan merupakan konknlisasi nilai-
nitai Pancasila® Kandungan nilai-nilai Pancasila
pada keseluruhan pasal-pasal di dalamnya
mencarminkan adanya hubungan lidak lerpisahkan
anlara Tuhan-manusia-tanah. Pada Pasal 1 ayat (£}
disebulkan bahwa: "Seluruh bumi, air, dan ruang-
angkasa, lermasuk kekayaan alamyang lerkendung
di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi,
air, dan ruang angkasa hangsa Indonesia dan
merupakan kekayaan nasional”,

Kala-kala "karunia Tuhan Yang Maha Esa"
lerkandung nilai relegius yang begilu sakral dan
sekaligus mencerminkan  karakleristik: Perlama,
pengakuan adanya kekuasaan di luar dirl manusia
yang menganugerahkan rahmat-Nya kepada
bangsa Indonesia. Dia adalah Tuhan Yang Maha
Esa; Kedua, pengakuan ada hubungan dan
kesaluan anlara burni Indonesia dengan bangsa
Indonesia; dan Ketiga, pengakuan adanya
hubungan antara Tunan-manusia-lanah Indonesia.
Hal ilu membawa konsekuensi pada
pertanggungjawaban dalam pengaturan maupun
pengelolaannya, lidak saja secara horizonlal
kepada bangsa dan MNegara Indonesia, telapi juga
pertanggungjawaban verlikal kepada Tuhan Yang
MahaEsa.

FA Bumgna, Hukum Agrana Nasional S=bagat Frodul Pailik

UUPA mengakui keberadaan hak bangsa, hak
ulayal, hak perorangan, hak badan hukum, yang
dalam keseluruhannya dibingkai olgh kelenluan
Pasal 6 yang berbunyi “Semua hak alas tanah
mempunyal fungst sosial®. Penempalan bangsa
Indonesia sebagai penerima karunia Tuhan Yang
Maha Esa atas bumi Indonasia mengandung makna
banmwa bumi Indonesia merupakan kepunyaan
bersama seluruh komponen  bangsa, sehingga
setiap warga Negara dihargal sebagai subyek yang
mempunyai hak dan {anggungjawab sama dalam
pemeliharaan, penggunaan alau perunlukan tanah
Indenesia,

Tap-liap warga negara Indcnesia, baik laki-laki
maupun wanila mempunyai kesempalan yang sama
unluk memperoleh sesuatu hak alas lanah serla
unluk mendapat manfaal dan hasilnya baik bagi diri
sendiri maupun keluarganya (Pasal 9 ayal (23).
Kelenluan ini sangat berpadanan dengan nilai-nilai
kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga ada
pengakuan dan penghargaan lernadap subyek lain
sebagimanana dirnya sendin. Lebih lanjut pada
Pasal 11 ayat (2) dialur bahwa: Perbadaan dalam
keadaan masyarakal dan keperluan hukum
golongan rakyat di mana perlu dan tidak
berlenlangan dengan kepenlingan nasional
diperhaiikan, dengan menjamin perlindungan
terhadap kepenlingan golongan yang ekonomis
lemah, Pasalini mengandung nilai moral religius dan
moral sosial yang begitu tinggi, yaitu kepeduliannya
lerhadap realilas plural dalam kehidupan manusia.

Disadari, belapapun hak dan kesempatan sama
lelah diberikan UUPAlerhadap seliap warga Negara
dalam hubungannya dengan lanah Indonesia,
narun hasinya belum tenlu sama, Munculnya
golongan ekanomis kual dan golongan ekonomis
lemah merupakan keniscayaan. Kala-kala
*...menfamin perlindungan lerhadap kepentingan
golongan yang ekonomis [emah”, merupakan norma
hukum yang sarat dengan nilai kemanusiaan, Kaya-
miskin, kual-lemah adalah realilas kehidupan yang
idak perlu dipahami secara lerkolak-kotak dan
berhadap-hadapan, melainkan sebagairealilas uluh
vang saling memben dan melengkapi. Martabat
manusia fidak diukur dengan slatus sosial yang

Sudjito, 2908, ‘Megzra Hukum aalzm meseskl  Pancaslz”, cglam Pmcsading fonases Fancazds, Pancasts 0aiam Gomagal Porpekt Jakarla, Su'orgtari|

Jemleral dan Kepariteraan Mankamah Konslizoz), ale, 298

' Maolcnzgoro, 1934, Poiiik Aukomden Pembangunzndgrans o fndcnesis, Jekaa, Bina A'szra, hirn 7583, Ihat juga Boed Harsana, ..., De 00, mim, 225-226,
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dilandal besarnya penguasaan alas bagian dari
bumi Indonesia, melainkan dari kepedulian lerhadap
golongan rakyat yang miskin dan lemah.

Tanpa harus menguraikan pasal demi pasal,
kiranya telah diperoleh gambaran bahwa nilai-nilal
Pancasila telah mengakar sedemikian kuat dalam
UUPA dan dengan demikian potensial uniuk
dijadikan sebagal sarana untuk menjelaskan,
mengantisipasi dan memberi solusi segaia
perpersoalan hukum agraria di Indonesia. Ini bukan
herarti UUPA telah sempurna dan antiperubahan.

UUPA secara normatif sangat menghargal
keberadaan hukum adat, Pasal 5 menyebutkan:
*Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan
ruang angkasa ialah huxum adat,...” Dengan pola
pikir holistik; ketentuan dalam pasal tersebut harus
dimaknai bahwa hukum adat merupakan bagian tak
terpisahkan dari hukum nasional dan perlu
dikokohkan agar mampu berinteraksi dengan
hukum nasional maupun internasional. Dalam
keutuhannya, hukum nasional menjadi rusak ketika
hukum adat sebagal bagian tak terpisahkan dari
hukum nasional lemah. Oleh karena itu, kewajiban
bagi segenap Komponen bangsa untuk
mempertaharnkan bahkan memperkuat keberadaan
fukum adat.

Demikian pula halnya, keutuhan hukum nasicnal
menjadi rusak ketika dinegemoni gleh hukum
internasional. aleh karena itu segala unsuf dan
ideologl asing perlu disaring, dan alainya adalan
Pancasia. Misalnya, UUPA berhasil menyaring
pangaruh hukum internasional terkait penguasaan
{anah oleh orang asing. Terdapal kesepakatan
universal bahwa suatu Negara diperbolenkan tidak
mengijinkan orang-orang lain selain
warganegaranya sendiri untuk memperoleh benda-
benda tetap di wilayah kekuasaannya. Kata
"diperbolenkan” dapat dimaknai bahwa bangsa
Indonesia bisa saja membiarkan 0rang asing
menguasai hak milik atas tanah seperti halnya pada
masa Agransche Wet 1870, tetapi Indonesia lebih
memilih untuk membatasi orang asing menguasal
tanah di Indonesia.” Artinya prinsip nasionalitas dan
kebangsaan dalam Pancasila dapal menghentikan

lanigkah orang asing menquasai tanaf {hak milik]) di
Indonesia.

Prinsip nasionalitas dan kebangsaan ini
diterjemahkan dan dituangkan dalam ketentuan
Pasal 9 ayal (1) UUPA, bahwa: Hanya warganegara
Indonesia yang dapat mempunyal hubungan hukum
yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang
angkasa, dalam batas-batas yang telah ditentukan.
Sementara orang asing tetap diperkenankan untuk
menguasai tanah dengan Hak Pakal dan Hak Sewa
untuk Bangunan, Inilah bukti bahwa negara dan
bangsa Indonesia juga telah memikirkan tala
kehidupan berbangsa dan bernegara secara
international, dengan batas-batas lertentu. Orang
asing atau WNI yang juga WNA (dwi kewarga-
negaraan) tidak diperbolenkan mempunyai hak milik
atas tanah, demikian juga setiap perjanjian yang
intinya menyebabkan peralinan hak milik atas ianah
kepada orang asing, batal dem hukum

Praklixnya Indonesia tidak berdaya sewakiu ada
tekanan internasional (bank dunia) supaya
mengintrodusir air sebagal komaditas dan
menaikkan tarif air (melakukan privatisasi).
seningga lahiriah UU No. 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (UUSDA). Menurut Suteki”
lahirnya UUSDA tidak sekedar tekanan dari luar
tetapl ternyata juga dari datam negeri sendir, yaitu
kurangnya spirit para penyelenggara Negara untuk
konsisten dengan nilai-nilal, norma-norma
ketalanegraaan yang telah dicanangkan oleh para
founding father.

Dilambankan Afan Gaffar yang disilir oleh
Juniarsa Ridwan,? hukum lidaklah berada datam
keadaan yang vakum, akan fetapi entilas yang
berada pada suatu environment di mana antara
hukum dengan environment tersebut terjadi
hubungan yang kait-mengkail. Akan tetapl hukum
merupakan produk berbagal elemen sepert politik,
ekonoml. sosial, budaya, nilai, dan agama. Olen
karena itu ekosistem hukum banyak tergantung
kepada fakior-faktor yang berada di luar hukum. Jadi
hukum bukan sesuatu yang supreme. Adanya
hukum karena adanya kepentingan politik, ekanomi,
sosial, budaya dan lain-lain. Siapa yang paling

9 BoediHarsono, thid, wim. 223,
10 Motonages, Op. Git him, 79,

s gifeki 2000, Refonsiuis Fulitik Hukam Hee Alas Tanan Pro-Fakyzl, Malang, Surys Penz Gamilang him, 77-T8.
12 Juniarso Ridwan danAchmad ol Siriraiat, 2040, Hekurm Admintstrasi Negars, Sardung, Nuansa, fim. 218217
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banyak teribat di dalam pembenlukan hukum
adalah para ehl Wegara. sehingga lerkadang
orienlasi hukumnya bersifal elitis dan selalu
melindungi dan membela kepenlingan mereka. O
samping itu karakteristik lain yang menanjol adalah
sangal bersifal konservalif dan rumusan aluran
sering bersifal selaras sehingga lerbuka unluk
mengadakan interprestasi baru dengan peraluran
lebih lanjul. Harap diperhatikan bahwa inlerprelasi
yang paling kual adalah yang datang dari penguasa.

2. Subsiansi Hukum Agraria Nasional Sebagal
Produk Politik

Menurut Muladi yang disilir Juniarso Ridwan,®
dikalakan bahwa dalam sislem pciilik. oara
pengambil kepulusan selalu mempertimbangkan
masukan berupa lunlutan darl berbagai kelompok
kepenlingan dan dukungan masyarakal yang
percaya pada legilimasinya. Apabila ingin
berkembang maka sebuah sislem polilik harus
memiliki mekanisme unluk menyerap umpan alik.
Drengan kala lain hukum dan polilik hukum pada
dasarnya merdpakan produk dar sislem politik.
Warna dan kualilas hukum  yang berlake  dalam
masyarakat akan lerganiung pada warna dan
kualitas sisiem politik yang berlaku.

Temuan Mahfud MD" produk hukum selelah
reformasi tahun 1998, lerbukli secara gamblang
bahwa hukum sebagal produk polilik sangal
dilenlukan oleh perubahan-perubahan palitik.
Begilu rezim Orde Baru jatuh, maka hukum-hukum
juga langsung diubah, lerulama hukum-hukum
publik yang berkaitan dengan dislribusi kekuasaan
vakni hukum tala negara, Berbagai undang-undang
bidang polilik preduk Orde Baru langsung diubah
dengan pembongkaran alas asumsi-asumsi sera
penghilangan alas kekerasan-kekerasan polilik
yang menjadi mualannya. Terdapal simpulan dari
Mahfud MD yang menarik, menurulnya lidak
mungkin membangun hukum yang responsi{ lanpa
lebih dahulu membangun sistem  polilik yang
demokratis. Hukum yang responsif tidak mungkin
lahir di dalam sistern politik yang oleriler. Temuan di
atas, memberikan perenungan bahwa
pembangunan hukum di Indonesia masih dilandasi

FX Sumana, hurum Agrarns Nascnsl Sebaga Produk Poitd

oleh kepenlingan-kepentingan polilik jangka
pendek, unluk kepentingan elile polilik. Di lain pihak
ia heran lermyata DUPA yang dibangun pada masa
oforiler. namun menghasilkan hukum yang
rensponsif.”

Menuruinya terdapat empat alasan yang dapat
menjelaskan fenomena UUPA yang respansil ini.
Pertama, malen UUPA itu sebenarmya merupakan
warnsan periode sebelumnya yang bahan-hahannya
lelah dihimpun dan disusun oleh beberapa panitia
yang dibentuk lahun 1948. Jadi periode ini hanya
tinggal meravisi hal-hal yang lebih bersifal semanlik
alas rancangan yang ditinggalkan oleh periode
sebelumnya. Kronologi penyusunan dan
pembahasan UUPA di DPR menunjukkan dengan
jelas hubungan "waris” lersebul,

Kedua, maleri-maleri UUPA merupakan
pedawanan lerhadap peninggalan kolonialisme
Belanda, sehingga pemberlakuannya lebih
thdasarkan pada semangat nasionalisme dan bukan
pada rezim polilik di negara Indonesia merdeka.
Pamennlah Indonesia pada seliap periode alay
rezim lentr mempunys sikap yang sama terhadap
kolonialisme  dan mempunyai  keinginan  yang
sama unluk mengganlikan hukum-hukum
peninggalan kolonialisme il dengan produk hukum
yang bary,

Ketiga, malen hukum agraria {JUPA) tidak
menyangkul hubungan kekuasaan, sehingga rezim
olonler tidak akan merasa erganggu oleh maleri-
maleri UUPA. Seperli dapat disimpulkan dari
analisis Dahrendorf salah satu ciri alau walak kelas
penguasa (dominan) adalah selalu berusaha
memonopali dan mewariskan kekuasaan politiknya,
Ini dapal beracti, penguasa tidak akan menclak
produk hukum yang lidak mengancam manopoli
kekuasaannya. llulah sebabnya dalam kasus UUPA
ini yang lahir di dalam konfigurasi politik cloriter
adalah produk hukum yang responsil,

Keempal, hukum agraria nasional yang dialur
didalam UUPA ilu memiliki duaaspek alaubidang
hukum, yailu bidang  hukum  publik (hukum
adminislrast  Megara) dan bidang hukum privat
(hukum perdala). bi samping karena Gidang publik
vang menjadi  responsif karena keliga alasan di

I3 Joig,

14 Moh.tahfod M0, 2009, Folik Hikum o fsdaeesia, Jakana, Rajawall, him, 574

3 i him 223
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alas, maka bidang keperdalaanpun sesuai dengan
sifalnya, lebih banyak memberikan kelsluasaan bagi
masyarakal untuk melakukan sesualu yang
dikehendaki atas hak-haknya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Islilah-istilah yang
melekal pada konfigurasi polilik demokrasi
lerpimpin. seperll "Manipol" memang dicantumkan
juga dalam UUPA, lelapi ia lidak pernah dielaborasf
alau dijabarkan dalam Batang Tubuh atau rangkaian
diklum UUPA. Arlinya penyebutannya lebih bersifal
formalitas belaka. Inilah barangkali pembacaan
bermakna (moral reading) sualu undang-undang
yang dimaksudkan oleh Ranald Dworkin.

Prases pembualan UUPA sejak awal sangal
parlisipatif. lni dapat difihal dari berjalan paralelnya
kehendak masyarakal dan pemeriniah unluk
membuat Hukum Agraria Naslonal sefak awal
kemerdekaan, sehingga terjadi hubungan yang
sangat aspiratif. Pemerintah sangal responsif
lerhadap tunlutan-tuntulan yang berkembang
dalam masyarakal. Begitu juga pembahasan-
pembahasan di DPR memperfihalkan mekanisme
yang sangat lerbuka, bahkan sampai melibatkan
berbagai perguruan linggi alau paraahlilainnya.

Diperhatikan dari sidut malennya yang bukan
posilivis-instrumentalis tersebut, UUPA
memperlihalkan karakler responsifnya dengan
merembak selurun sistem yang dianul oleh
Agrarische Wet 1870, menghapus domein-
varklaring, menghilangkan feodalisme dan segala
hak kanversinya, menghilangkan dualisme hukum
sehingga lercipta unifikasi hukum, serla penegasan
lentang melekalnya "fungsi sosial" hak atas lanah.
Adanya hak menguasai oleh negara juslru memben
jalan bagl tindakan respensif lainnya karena dari
hak tersebul pemeriniah dapal melakukan lindakan-
tindakan yang berpinak bagi kepentingan
masyarakal, seperli adanya UU Landrelorm yang
semula diberi bentuk Peraluran Pemerinlah
Pengganli Undang-Undang. Terhadap sebanyak 58
pasal muatan UUPA, dimungkinkan pembuatan
sebanyak 13 peraluran pelaksanaan oleh
pemerinlan sebagal kewenangan unluk
menginlerpretasi. Jumlah ini tergolong sedikil,
apalagi diingal bahwa UUPA merupakan undang-

undang pokok yang memerlukan interpretasi relalif
banyak.

UUPA dikalakan produk hukum yang responsil
karena UUPA memberikan tempat yang
proporsional bagi hukum adal, seperli yang tersebut
dalam Pasal 5 bahwa hukum agraria yang beriaku
alas.bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum
adat. Tetapi hukum adat yang berlaku menurul
UUPA adalah hukum adal yang sudah disaneer dan
lidak bertendensi menentang asas unifikasi, Ini
menandakan UUPA berkarakler responsif sebab
hukum yang memiliki mualan hukum adat dapal
dilihal sebagai hukum yang responsif, Seperii yang
dikulip Mahfud MD,” Marrymann menysbut Lradisi
hukum adal menganu! siralegi pembangunan
hukum yang responsil,

UUPA juga menelapkan salu prinsip bahwa hak
atas lanah mempunyai fungsi sosial (Pasal 6).
Prinsip ini merupakan pengingkaran lerhadap
prinsip liberal individualistik yang dianut dalam
Agrarische Wet 1870 dan semua peraluran
perundang-undangan yang menyertainya.
tleskipun begilu, tidak dapal diartikan bahwa UUPA
menganut komunalisme, sebab di dalam kerangka
fungsi sosial ilu, hak milik pribadi masih diakui
secara hukum. Telapi penggunaannya harus
memperhatikan kepentingan umum sehingga  jika
kepentingan umum benar-benar menghendaki, hak
milik prbadi harus dikalahkan. Dalam rangka
pelaksanaan “fungsi sosial” lanah itulah kemudian
dikeluarkan UU No. 5B8/PRP/1980. Datam UU
Landreform digariskan bahwa seseorang lidak
dibenarkan memiliki tanah peranian secara
betlabihan, dan untuk itu ditentukan batas maksimal
yang boleh dimiliki. Begilu juga sedapat mungkin
dinindarkan adanya petani yang memiliki kanah
sedikil sehingga dilenlukan balas minimal yang
boleh dimiliki. Ada juga UU onteigening, jalan hukum
vang dapal dilempuh oleh pemerintah uniuk
mencabut hak atas fanah seseorang atau badan
hukurn prival, jika kepenlingan umum benar-benar
menghendaki pencabulan ilu. Meskipun hak alas
tanah lersebut dicabul, pemiliknya letap berhak
mendapalkan ganti kerugian.” Di sinilah adanya
pengakuan hak individu selain hak komunal.

16 Ealizie Renardlo, Gp G, him, &0,
17 Mahtud, MD, Op)Sit | him, 336
IR BoediHarsono, S Cif, him, 25 |-242
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panyak terlibal dr dalam pembentukan hukum
adalah para elit MNegara, sehingga lerkadang
orienlasi hukumnya bersifal elilis dan selalu
melindungi dan membela kepenlingan mereka. th
samping itu karakleristik lain yang menonjal adalah
sangal bersifal konservalil dan rumusan aluran
saring bersifat selaras sehingga lerbuka unluk
mengadakan inlerprestasi baru dengan peraiuran
lebih [anjul. Harap diperhalikan bahwa inlerpretasi
yang paling kualadalah yang dalang dari penguasa.

2. Substansi Hukum Agraria Nasional Sebagai
Produk Politik

Menuru! Muladi yang disitir Juniarso Ridwan, ™
dikalakan bahwa dalam sislem polilk, para
pengambil kepulusan selalu memperimizangkan
masukan berupa lunlulan dari berbagai kelompok
kepenlingan dan dukungan masyarakal yang
percaya pada legilimasinya. Apabila ingin
berkembang maka sebuah sistem politik harus
memiliki mekanisme unluk menyerap umpan balik,
Dengan kala lain hukum dan palilik hukum pada
dasarnya merupakan produk dari sislem politik.
Warna dan kualilas hukum yang berlaku dalam
masvarakal akan lerganlung pada warna dan
kualitas sislem politik yang berlaku.

Temuan Mahfud MD™ produk hukum selelah
reformasi lahun 1998, lerbukli secara gamblang
bahwa hukum sebagai prodok pelilk sangat
dilenlukan oleh perubahan-perubahan polilik.
Begilu rezim Orde Banu jaluh, maka hukum-hukum
Juga langsung diubah, lerulama  hukum-hukum
publik yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan
yakm hukum laia negara. Berbapai undang-undang
bidang polilik produk Orde Baru langsung diubah
dengan pembongkaran atas asumsi-asumsi serla
penghilangan atas kekerasan-kekerasan polilik
yang menjadi muatannya. Terdapal simpulan dari
Mahlud MD vang menark., menurutnya lidak
mungkin membangun hukum yang responsif tanpa
lebih dahulu membangun sislem pollik yang
demokratis. Hukum yang responsil lidak mungkin
lahir di dalam sistem polilik yang oloriter. Temuan di
alas, membperikan perenungan bahwa
pembangunan hukum di Indenesia masih dilandasi

FX, Sumans, Rukun Agrana Nasional Selagar Produk Polik

oleh kepentingan-kepentingan politik jangka
pendek, unluk kepenlingan elile politik. Di lain pihak
ia heran lernyala UUPA yang dibangun pada masa
oloriler, namun menghasilkan hukum yang
renaponsif.

Menurulnya lerdapal empal alasan yang dapat
menjelaskan fenomena UUPA yang respansil ini.
Pertama, malen UUPA itu sebenarmnya merupakan
warisan periode sebelumnya yang bahan-bahannya
{elah dihimpun dan disusun oleh beberapa panitia
yang dibentuk 1ahun 1948, Jadi pencde ini hanya
linggal merevisi hal-hai yang lebih bersifal semantik
afas rancangan yang ditinggalkan cleh periode
sebelumnya, Kronologi penyusunan dan
pembanasan UUPA gt DPR menunjukkan dengan
jelas hubungan "waris" tersebut.

Kedita, maleri-maleri UUPA merupakan
pertawanan lerhadap peninggalan kolonialisme
Belanda, sehingga pemberlakuannya lebih
didasarkan pada semangal nasionalisme dan bukan
pada rezim polilik di negara Indenesia merdeka.
Pemerintah Indonesia pada seliap pericde alau
rezim lenlu mempunyai sikap yang sama terhadap
kolomalisme  dan mempunyai  keinginan  yang
sama untuk menggantikan hukum-hukum
peninggalan kolonialisme ilu dengan produk hukum
yang baru,

Keliga, materl hukum agrana [UUPA) lidak
menyangkut hubungan kekuasaan, sehingga rezim
oloriler lidak akan merasa terganggu oleh maleri-
maleri UUPA. Seperti dapal disimpulkan dari
analisis Dahrendorf salah salu ciri alau walak kelas
penguasa (dominan) adalah selalu berusaha
memonopoali dan mewariskan kekuasaan poliliknya.
Ini dapal beradi, penguasa tidak akan menolak
produk hukum yang tidak mengancam manopoli
kekuasaannya. llulah sebabnya dalam kasus ULUPA
ini yang lahir di dalam Konfigurasi palilik olariler
adalah produk hukum yang responsif.

Heempal, hukum agraria nasional yang diatur
di dalam UUPA itumemiliki dua aspek atau hidang
hukum, yaitu bidang  hukum  publik (hukum
adminislrasi Negara) dan bidang hukum privat
(hukurn perdala). Bi samping karena bidang publik
yang menjadi responsif karena keliga alasan di

3 g
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alas, maka bidang keperdalaanpun sesuai dengan
sifalnya, lebih banyak memberkan keleluasaan bagi
masyarakal unluk melakukan sesualu yang
dikehendaki alas hak-haknya sesual dengan
peraluran perundang-undangan. Istilah-islilah yang
melekal pada konfigurasi polilik demokrasi
terpimpin, seperi "Manipol® memang dicantumkan
juga dalam UUPA, lelapi ia tidak pernah dielabarasi
atau dijabarkan dalam Balang Tubuh atau rangkaian
diktum LUPA. Arlinya penyebutannya lebih bersifat
fomafilas belaka, Inilah barangkali pembacaan
bermakna (moral reading) sualu undang-undang
yang dimaksudkan oleh Ronald Dworkin.

Proses pembuatan UUPA sejak awal sangal
parlisipalif, Ini dapal dilthal dan berjalan paralelnya
kehendak masyarakat dan pemerintah uniuk
membual Hukum Agraria Nasional sejak awal
kemerdekaan, sehingga lerjadi hubungan yang
sangat aspiralif. Pemerinlah sangat responsil
lerhadap {unlulan-lunlulan yang berkembang
dalam masyarakat. Begilu juga pembahasan-
pembahasan di OFR memperlihatkan mekanisme
yang sangal ferbuka, bahkan sampai mealibaikan
berbagai perguruan linggi alau para ahlilainnya.

Diperhalikan dan sudul materinya  yang bukan
posilivis-inslrumenlalis tersebul. UUPA
memperlihatkan karakler responsifiya dengan
merembak seluruh sislem yang dianul oleh
Agrarische Wet 1870, menghapus domein-
verilaring, menghilangkan Iecdafisme dan =egala
hak kenversinya, menghilangkan duakisme hukurm
sehingga tercipta unilikasi hukum, seda penegasan
lenlang melekalnya "lungsi sosial’ hak alas fanah,
Adanya hak menguasai oleh negara jusiru memberi
jalan bagi lindakan responsil lainnya karena dari
hak tersebut pemerinlah dapal melakukan lindakan-
tindakan yang berpihak bagi kepenlingan
masyarakal, seperli adanya UU Landreform yang
semula diberi benluk Peraluran Pemerinlah
Pengganti Undang-Undang. Terhadap sebanyak 53
pasal mualan UUPA, dimungkinkan pembualan
sebanyak 13 peraluran pelaksanaan oleh
pemerinlah sebagai kewenangan untuk
menginierprelasi. Jumlah ini lergolong  sedikil,
apalagi dingal bahwa UUPA merupakan undang-

undang pokok yang memerlukaninterpretasi relalif
banyak.

LUUPA dikalakan produk hukum yang responsi
karena UUPA memberikan tempat yang
proparsional bagi hukum adal, seperli yang lersebul
dalam Pasal 5 bahwa hukum agraria yang berlaku
atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum
adal. Telapi hukum adal yang beraku menurut
UUPA adalah hukum adal yang sudah disaneer dan
lidak bertendensi menentang asas unifikasi. Ini
menandakan UUFA berkarakter respensif sebab
hukum yang memiliki muatan hukumn adal dapal
dilihal sebagai hukum yang responsif. Seperti yang
dikutip Mahfud MD,” Marrymann menyebul Lradisi
nukum adal menganul slralegi pembangunan
nukumnyang responsil.

ULIP4 juga menelapkan salu prinsip bahwa hak
alas lanah mempunyai fungsi sosial {Fasal 6).
Prinsip mi merupakan pengingkaran terhadap
prinsip liberal individualislik yang dianul dalam
Agrarische We! 1870 dan semua peraturan
perundang-undangan yang menyerlainya.
Meskipun begitu, lidak dapal diartikan bahwa UUPA
menganul komunaksme, sebab di dalam kerangka
fungsi sosial itu, hak milik pribadi masih diakui
secara hukum. Telapi penggunaannya harus
memperhatikan kepentingan umum sehingga jika
kepentingan umum benar-benar menghendakd, hak
milik prbadi harus dikalahkan. Dalam rangka
pelaksanaan "fungsi sosial" tanah itulah kemudian
dikeluarkan UU Me. 58/PRP/M1960. Dalam UU
Landreform digariskan bahwa seseorang tidak
dibenarkan memiliki tanah peranian secara
berlebihan, dan untuk ite dilenlukan batas maksimal
vang boleh dimiliki. Begitu juga sedapal mungkin
dinindarkan adanya petani yang memiliki tanah
sedikit sehingga ditentukan  balas minimal yang
baleh dimiliki. Ada juga UU onteigening, jalan hukum
yang dapal ditempuh oleh pemerintah uniuk
mencabul hak alas lanah seseorang atau badan
hukum privat, jika kepenlingan umum benar-benar
menghendaki pencabulan ilu. Meskipun hak atas
lanah lersebut dicabul, pemiliknya tetap berhak
mendapatkan ganti kerugian.” Di sinilah adanya
pengakuan hak individu selainhak kemunal,

1o Saliplo Rakardio, Co Cealm, 80,
1T Mahluc, MO, D O3t him, 3356,
1€ BoediFarzona, Opo Sl aim. 253-252
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Hal demtkian sesuai dengan cirl Negara
inlegralistik Indonesia, bukan inlegralistik model
Barat, seperii yang dikemukakan Mohammad Hatla
dalam sebuah pidato tanggapan langgal 15 Juli
1945."° Mohamrmad Halla merisaukan alas apa
yang diusulkan oleh Seepoma dan telah diselujui
oleh sebagian besar para pendin Negara di dalam
sidang-sidang BPUPKI, yaitu menyetlujul bentuk
Negara inlegralislik yang memenlingkan
kepenlingan bersama sebagai persatuan di alas
kepentingan individu atau asas kekeluargaan.”
Menurul Halta, Negara yang demikian ilu akan
ferjerumus ke dalam Megara yang didasarkan pada
kekuasaan (machsstaat). Unluk mencegah
kekhawatiran ilu maka diusulkan cara pandang baru
yang merupakan modifikasi dari paham integralistik
baral, vailu cara pandang inlegralistik Indonesia.
Hubungan anlara kepenlingan individu dengan
masyarakal, maka kepenlingan masyarakallah
yang diutamakan, namun demikian harkat dan
martabat individu manusia haruslah telap dinargal.

Berdasarkan pokok-pokok materi yang diuraikan
di alas dapal dikatakan bahwa UUPA berkarakler
respansif dan memenuhi luntufan  rasa keadilan
yang selama ini didambakan oleh masyarakal
Indonesia. Oleh karena itu Soedjila™ menegaskan,
bahwa sungguh sangal berseberangan dengan
nilai-nilai moral dan semboyan Bhinneka Tunggal
Ika, setiap tindakan untuk mengeluarkan posisi dan
keberadaan hukum adal dar hukum nasional.
Cemikian hainya, sunggun sangatl bereniangan
dengan semangat nasionalisme kelika hukum
nasional didesain sedemikian rupa unluk
penyesuaian dengan hukum inlemasinol sekaligus
sebagal pembuka pintu masuknya bangsa dan
lembaga asing berinvestasi {menjajah) di Indonesia,
Apalagijika hukum agrana nasianal (UUPA) sebagal
produk palilik yang berkarakter responsil dalam
pelaksanaannya hanya unluk kepentingan
pribadifkelompok lertenlu.

Berdasarkan uraian tersebut di alas seyogyanya
ada penyadaran bersama lerkait iujuan
pembentukan Negara Republik Indonesia, sehingga
hukum agraria yang telah ada dapal dilaksanakan
secara konsekuen oleh segenap bangsa Indenesia,

FX Sumara, Hukum Agrana Masional Sabagan Prodlk Frilik

lerulama pemangku kepenlingan.

C. Simpulan
Berdasarkan pembahasan sebagaimana

diuraikan di atas dan dikailkan dengan

permasalahan maka dapal ditarik simpulan berikul:

4, Nilai-nilai Pancasila tzlah mengakar sedemikian
kual dalam UUPA, sehingga polensial sebagai
sarana unluk menjelaskan, menganlisipasi dan
memberi solusi segala persoalan hukum agraria
di Indanesia.

2. UUPA sebagai produk polilik berkarakler
responsil lelah memenuhi funtutan rasa
keadilan dan zaman yang didambakan cleh
masyarakal Indonesa,
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